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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala
rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah
Provinsi Papua Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Renja ini
merupakan pedoman kerja bagi Inspektorat Daerah dalam melakéanakan tugas
pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di
Provinsi Papua, khususnya dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan
transparansi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola

pemerintahan yang baik.

Renja ini disusun dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah yang
tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua serta
kebijakan strategis lainnya yang relevan. Melalui Renja ini, Inspektorat Daerah
Provinsi Papua berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan
secara efektif, efisien, dan profesional guna memastikan tercapainya kinerja
pemerintah yang akuntabel dan berintegritas. Adapun penyusunan Renja ini juga
melibatkan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak terkait, yang kami pandang
sangat penting dalam rangka mengoptimalkan peran pengawasan yang berorientasi

pada perbaikan berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Renja ini sangat
bergantung pada dukungan dan kerja sama semua pihak, baik di lingkup
pemerintahan maupun masyarakat. Oleh karena itu, kami mengharapkan sinergi
yang baik antara seluruh pemangku kepentingan agar setiap program dan kegiatan
yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai target dan memberikan dampak

positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.
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Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
memberikan kontribusi dalam penyusunan Renja ini. Semoga Tuhan Yang Maha
Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk kemajuan Provinsi Papua yang
lebih baik.

Drs. ANGGIAT SITUMORA\ » M.Si., Ak., CA,, QIA., CFrA
ANALIS I‘(EBK(JL AN AHL! UTAMA
NIP.-19601229 198803 1 001
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good
Government) menuju kepemerintahan yang baik (Good Governance) salah
satunya ialah melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk pertanggungjawaban dan
peningkatan kinerja instansi pemerintah yang merupakan kesatuan yang
terdiri dari Perencanaan Strategis, Sistem yang digunakan dalam rangka
pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah adalah
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan kesatuan
yang terdiri dari Perencanaan Strategis (RESTRA), Perencanaan Kinerja
(RENJA) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kinerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah
dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan Tugas
Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dalam rangka mencapai visi jangka menengah
daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan,
maka menjadi suatu instrument dan indikator yang digunakan dalam
mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan RENJA ini berpedoman pada RENSTRA Inspektorat
Provinsi Papua, juga merupakan kegiatan yang simultan dengan penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua. Penyusunan
RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan
kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian
dari kegiatan penyusunan APBD.

Rencana Kerja Inspektorat Derah Provinsi Papua adalah dokumen
perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun,
yang merupakan dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah
(OPD), dan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung
penyelenggaraan program prioritas pembangunan tahunan pemerintahan
daerah, karena secara substansi merupakan penerjemahan dari visi, misi dan

program Organisasi Perangkat Daerah yang memuat rumusan tujuan,
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sasaran, program dan kegiatan yang dilengkapi dengan dana indikatif serta
sumber dananya.

Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan ke
dalam KUA dan PPAS dan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana
Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sebagai pengusulan program
dan kegiatan yang dibiayai APBD, seperti yang diamanatkan dalam Undang-
Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam
mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah
daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen
Renja Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari 3 (tiga)
Tahapan Utama yaitu Tahap Persiapan Penyusunan Renja Perangkat
Daerah, Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah,
Tahap Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Penetapan Renja
Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah harus memuat program dan
kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu
indikatif dan prakiraan maju. Indikator kinerja terdiri dari indikator kinerja
program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif
hasil yang akan dicapai dari program serta indikator kinerja kegiatan yang
memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan,
keluaran yang akan dicapai dari kegiatan. Sedangkan prakiraan maju memuat
kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang
direncanakan, agar kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk
setiap program dan kegiatan dapat dipastikan.
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1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2025 Inspektorat

Daerah Provinsi Papua adalah :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia dan perubahannya);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;,
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata
Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;
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1.3

1.4

11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023,;

12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perencanaan
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun
2024;

13) Peraturan Gubernur Papua Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2014-2026;

14) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 tahun 2023 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua
Tahun 2025 adalah :
a. Sebagai panduan dalam penyusunan dokumen perencanaan yang memuat
program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tahun 2024.
b. Sebagai bahan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan
mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2024.

Sedangkan untuk tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD adalah :

a. Menjadi acuan Inspektorat Daerah Provinsi Papua dalam melaksanakan Tugas
Pokok dan Fungsi yang sinergi dengan RKPD.

b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan program / kegiatan pembangunan.

SISTEMATIKA PENULISAN

RENJA Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025 disusun dengan sistematika

sebagai berikut :

BAB. | PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

2. Landasan Hukum

3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB. Il EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2023 dan Capaia
Renstra Inspektorat

2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi
Inspektorat

4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
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BAB. [l TUJUAN, SASARAN, PROGRAM dan KEGIATAN

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat
3. Program dan Kegiatan
BAB. IV  RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT
BAB. V PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2025 -



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2023 DAN CAPAIAN
RENSTRA

Kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan akan menjadi
dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya, maka perlu adanya evaluasi terhadap
pelaksanaan Renja Inspektorat tahun lalu dan pencapaian Renstra Inspektorat.

Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun lalu ditujukan untuk
mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Inspektorat dalam melaksanakan
program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja
program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Selain itu
evaluasi Renja bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian kinerja
Inspektorat dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi Papua tahun 2023 dapat
dilihat dari capaian keuangan dan fisik dalam pelaksanaan kegiatan serta capaian
terhadap kinerja. Adapun capaian Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Papua tahun
2023 adalah sebagai berikut :

e Capaian keuangan pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi Papua tahun 2023
adalah sebesar 88,52 %.

e Capaian kinerja, yakni tingkat pencapaian terhadap keluaran/output yang
dihasilkan dari suatu program/kegiatan adalah sebesar 103,85 % dengan efisiensi
kinerja sebesar 1,49%.

e Pada tahun 2023 Inspektorat Provinsi Papua mendapat anggaran sebesar
Rp 66.841.931.213,00 yang bersumber dari APBD dengan realisasi anggaran
sebesar Rp 59.170.294.465,00 atau 88,52%. Belanja Operasi sebesar
Rp 65.252.681.231,00 terealisasi sebesar Rp 57.592.409.465,00 atau 88,26%,
sedangkan Belanja Modal sebesar Rp 1.589.250.000,00 terealisasi sebesar
Rp 1.577.885.000 atau 99,28%.

Anggaran belanja operasi digunakan untuk membiayai 3 Program dengan 9
Kegiatan. Adapun capaian pelaksanaan program/kegiatan Inspektorat Provinsi

Papua tahun 2022 adalah sebagai berikut :
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l. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target 82 orang dan Realisasi
82 orang atau 100%.

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan target
184 stel dan Realisasi 184 stel atau 100%.

2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan
target 205 orang dan Realisasi 205 orang atau 100%.

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target 39 unit, dan
Realisasi 40 unit atau 97,91%.

2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor (BBM), dengan target 5 paket, dan
Realisasi 5 paket atau 100%.

3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (ATK & Penggandaan
Laporan) dengan target 2.070 Ekspl, 54 Jenis, dan Realisasi 2.070 Eksp, 54
Jenis atau 100%.

4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan
target 238 Buku/Ekspl dan Realisasi 238 Buku/Ekspl atau 100%.

5) Fasilitasi Kunjungan Tamu (Makan Minum) dengan target 5.410 Orang dan
Realisasi 5.410 Orang atau 100%.

6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target 45
Orang dan Realisasi 40 Orang atau 88,89%.

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target 1.844 Surat dan Realisasi
1.844 Surat atau 100%.

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target
16.999 Kwh dan Realisasi 13.554 Kwh atau 79,73%.

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Honor Tim Penilai Angka
Kredit, Sopir, Cleaning Servis, & Keamanan), dengan target 3 jenis dan
Realisasi 3 jenis atau 100%.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan target 17 Unit
dan Realisasi 13 Unit atau 76,47%.
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2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan target 25 Unit dan
Realisasi 5 unit atau 20%.

3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan target 52 unit dan
Realisasi 32 Unit atau 61,54%.

4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan
target 1 Unit dan Realisasi 1 Unit atau 100%.

Il Program Penyelenggaraan Pengawasan
1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dengan target 7 jenis dan
Realisasi 6 jenis atau 85,71%.

2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dengan target 3 jenis dan
Realisasi 3 jenis atau 100%.

3) Reviu Laporan Kinerja dengan target 3 laporan dan Realisasi 3 laporan atau
100%.

4) Reviu Laporan Keuangan dengan target 5 jenis dan Realisasi 5 jenis atau
100%.

5) Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota dengan target 5 jenis dan
Realisasi 5 jenis atau 100%.

6) Kerjasama Pengawasan Internal dengan target 4 laporan dan Realisasi 4
laporan atau 100%.

7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dengan target 22 jenis dan Realisasi
20 jenis atau 90,90%.

2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, dengan target
1 kegiatan dan Realisasi 0 kegiatan atau 0%.

2) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dengan target 7 jenis dan Realisasi 6
jenis atau 85,71%.

Ill Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi

Pengawasan, dengan target 2 kegiatan dan realisasi 2 kegiatan atau 100%.

2) Pendampingan dan Asistensi, dengan target 1 Kab/Kota dan realisasi

1 Kab/Kota atau 100%.

3) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi, dengan

target 35 OPD dan realisasi 35 OPD atau 100%.
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4) Koordinasi,

Monitoring dan Evaluasi

serta Verifikasi

Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi, dengan target 5 jenis dan realisasi 5 jenis atau 100%.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT

Sesuai dengan dokumen Renstra Inspektorat Provinsi Papua Tahun 2024-2026 yang

telah disusun maka hubungan antara, tujuan, sasaran dan indikatornya adalah

sebagai berikut :

Tabel 2.1. Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Papua Tahun 2024-2026

NO Tujuan St Indikator Kinerja Target Kinerja Pada Tahun Ke ?;ﬁﬁt
Sasaran 7 2 3 - 5 Renstra
(1) @ (3) (4) (©) (6 (7) (8) ©) (10)
1 Meningkatkan Meningkatnya Menurunnya
pembinaan penegakan rekomendasi
terhadap SKPD hukum dan auditor eksternal
lain di lingkungan pemberantasan | terhadap
Pemerintah KKN pengelolaan APBD | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% 50%
Provinsi Papua Provinsi Papua
dan yang berindikasi
Kabupaten/Kota kerugian keuangan
se Provinsi Papua daerah
Penyelesaian
tindak |aﬂ.1Ut_ . 50% | 50% | 50% | 55% | 60% 60%
rekomendasi hasil
pemeriksaan
a. Rekomendasi
keuangan
(bobot 80%)
b. Rekomendasi
administrasi
(bobot 40%)
2 | Meningkatkan Meningkatnya Persentase
pelayanan kepada | penanganan pengaduan dan
masyarakat pengaduan gugatan
melalui masyarakat masyarakat yang 60% | 70% | 80% | 90% | 100% 100%
penanganan masuk dan
pengaduan ditangani
masyarakat
3 Meningkatkan Meningkatnya Jumlah Aparat
kompetensi dan profesionalisme | Pengawasan yang
profesionalisme dan bersertifikat sesuai 20 = = 4 % 30 org
Aparat akuntabilitas bidang tugasnya org org org org org
Pengawasan kinerja serta
Internal disiplin aparatur
Persentase
ketepatan waktu
penyelesaian 70% | 75% | 80% | 90% | 100% | 100%
laporan kinerja dan
keuangan
Persentase tingkat
kedisiplinan
pegawai dalam 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
berpakaian dinas
sesuai ketentuan

"RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2025




Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Provinsi Papua sesuai RENSTRA Inspektorat
tertuang dalam capaian sasaran Strategis Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Inspektorat Provinsi Papua

Realisasi :
Target RENSTRA £ Proyeksi
No Indikator ’ Capaian y 2atal1_ta_n
2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 e
Menurunnya Prosentase
rekomendasi Auditor gi%eﬁ'g : 100%
eksternal terhadap *Rekomendasi

1 | pengelolaan APBD 80% 85% 90% 105,26% | 105,26% 80% 85% Kerugian Daerah
Pro.vin_si ngua yang (RKD)
E:Sgg'k::'dzeer;?:an *Target Penurunan

g RKD
Prosentase
Capaian = RTL/TTL
Penyelesaian tindak x 100%

2 | lanjut rekomendasi 70% 75% 80% 100,41% | 106,30% 70% 75% | *Realisasi Tindak

hasil pemeriksaan Lanjut (RTL)
*Target Tindak
Lanjut (TTL)
Prosentase

Persentase Capaian = S/P x

pengaduan dan 100%

3 | gugatan masyarakat | 100% | 100% | 100% | 100% 100% | 100% | 100% | “Jumlah pengaduan
yang masuk dan yang diterima (P)
ditangani *jumlah pengaduan

yang selesai (S)

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor

penghambat/kendala dalam pelaksanaan indikator sasaran organisasi, yaitu :

1. Faktor Pendorong

Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Papua yang telah sesuai dengan

Peraturan Gubernur Papua Nomor 6 Tahun 2024.

Papua yang berorientasi kepada

Mekanisme kerja Inspektorat Provinsi
pencapaian kinerja.

Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan
staf Inspektorat Daerah Provinsi Papua dalam menciptakan suasana kerja yang
kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.

Adanya hubungan kerjasama yang baik dengan institusi lain seperti Itjen
Kemendagri, BPKP, BPK RI dan APH seperti Polda dan Kejaksaan Tinggi.
Adanya hubungan baik antara Inspektorat Daerah Provinsi Papua dengan SKPD

lain di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
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2. Faktor Penghambat

a. Kualitas Aparatur Pengawas yang belum memadai untuk melakukan assurance
dan konsultan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang profesional.

b. Jumlah Sumber Daya Manusia Inspektorat Daerah Provinsi Papua belum
mencukupi untuk melaksanakan tugas-tugas Inspektorat.

c. Alokasi waktu yang ditetapkan dalam satu penugasan pemeriksaan, yaitu rata-
rata 7 (tujuh) hari sangat terbatas untuk memperoleh hasil pemeriksaan yang
cermat dan optimal.

d. Daya tampung dan daya dukung gedung Kkantor serta perlengkapan dan
peralatannya kurang mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengawasan secara
aman, tertib, lancar dan berkualitas.

e. Pelaksanaan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan masih belum optimal.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI PAPUA
Inspektorat Daerah Provinsi Papua dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Provinsi Papua Nomor 2 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Provinsi Papua Nomor 19 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, serta Peraturan Gubernur Papua Nomor 6 Tahun 2024 tentang kedudukan,
susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Daerah
Provinsi Papua, dengan tugas pokok membantu Gubernur dalam membina dan
mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah serta pelaksanaan
pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektorat Daerah Provinsi Papua
mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;,

b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit,
reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;

o o

Penyusunan laporan hasil pengawasan;

Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

-0

Pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi;

Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigasi;

> @

Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi;
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i. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; dan

j- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Provinsi Papua tidak
dapat lepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Perumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Papua dimaksudkan
untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan
kegiatan sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Papua berdasarkan
dari hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis 2024-2026, disimpulkan beberapa
isu-isu penting sebagai berikut :

1. Orientasi pemeriksaan masih cenderung bersifat ketaatan dan belum memberikan
penilaian terhadap kinerja organisasi/program dan kegiatan yang efektif dan
efisien;

2. Belum optimalnya penanganan pengaduan masyarakat;

3. Pemenuhan sumber daya pengawasan dan penajaman analisis pengawas untuk
peningkatan mutu hasil pemeriksaan;,

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Perencanaan Pengawasan, Pelaksanaan
Pengawasan, Penyajian Laporan hasil pemeriksaan, dan Pemantauan Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan;

5. Laporan Hasil Pemeriksaan belum ditindaklanjuti secara cepat, tepat dan tuntas.
Kurangnya respon auditan terhadap Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;

6. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk penyelenggaraan
pemerintahan yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali,
serta efisien dan efektif;

7. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja

organisasi.

2.4 RIVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Peran strategis APIP dalam mewujudkan salah satu program Nawacita yaitu
terwujudnya pemerintahan yang bersih dan melayani dalam upaya meningkatkan
kepercayaan publik. Peran strategis APIP tersebut antara lain: (i) mengawal program
dan kebijakan pemerintah; (i) mengawal penyelenggaraan pemerintahan agar
terhindar dari korupsi; (iii) membantu mempercepat penyerapan anggaran secara
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akuntabel untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi; serta (iv) mencegah para
pengambil kebijakan melakukan kesalahan, khususnya terkait realisasi anggaran
agar terhindar dari kriminalisasi.

Dengan peran yang strategis tentunya Inspektorat Daerah Provinsi Papua
harus diperkuat baik dari segi kelembagaan yang independen, dukungan anggaran
yang mencukupi, serta kapabilitas APIP yang mumpuni, hal ini nampak dalam Surat
Pemberantasan Korupsi RI tanggal 16 April 2018
Nomor : B/2208/KSP.00/10-16/04/2018, Sifat Segera Perihal Tindak Lanjut Hasil
Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi
di Pemerintah Provinsi Papua, disampaikan bahwa mengingat pentingnya peran dan
fungsi pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Papua, KPK

Komisi

mendorong agar Gubernur Papua memprioritaskan peningkatan kapabilitas
Inspektorat Daerah Provinsi Papua dengan cara mencukupi jumlah tenaga
fungsional pengawas dan anggaran serta dukungan bagi kantor yang memadai.

Menindaklanjuti peraturan terkait perencanaan, target pengembangan
kapasitas, kapabilitas APIP serta menilai kondisi pada Inspektorat Daerah Provinsi
Papua maka telah diprogramkan kegiatan peningkatan level SPIP, peningkatan
kapabilitas APIP, serta peningkatan kualitas administrasi perkantoran dan pelayanan
publik yang memadai untuk mendukung pelaksanaan fungsi pembinaan dan
pengawasan, seperti tampak dalam hasil reviu terhadap Rancangan Awal RKPD dan
hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan Tahun 2023, yang diuraikan pada tabel di
bawah ini :

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan

Indikator Kinerja
Program
(outcome)/
Kegiatan (output)

Target
Capaian
Kinerja
Tahun
2023

Usulan Awal Renja
Tahun 2023

Lokasi

DPA Tahun 2022

Pagu Yang
Disetujui Tahun
2023

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
PROVINSI

40.382.065.345,00

41.479.520.320,00

31.820.593.213,00

Administrasi
Keuangan
Perangkat
Daerah

24.191.906,200,00

28.672.371.600,00

19.341.931.213,00

Penyediaan Gaji
dan Tunjangan

ASN

Jumlah ASN
Inspektorat yang
dibayarkan

82 orang

24.191,906.200,00

Kota
Jayapura

28.672.371.600,00

19.341.931.213,00

RENCANA

PAPUA TAHUN 2025
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Administrasi

Kepegawaian 5.409.480.000,00 5.590.580.000,00 | 4.820.000.000,00
Perangkat
Daerah
Pengadaan Jumlah pakaian Kota
Pakaian Dinas dinas PDH, Jas 541.500.000,00 | Jayapura
Beserta Atribut dan Batik yang 184 stell 478.400.000,00 276.000.000,00
Kelengkapannya diadakan
Jumilah aparatur
Pendidikan dan yang mengikuti JDKl
Pelatihan Pegawai | Pendidikan dan 205 4.867.980.000.00 | Jakarta
Berdasarkan pelatihan boree ' i 5.112.180.000,00 4.544.000.000,00
Tugas dan Fungsi | berdasarkan tugas Papua
dan fungsi
Administrasi
Umum Perangkat 4.819.244.745,00 4.682.075.620,00 | 3.911.166.600,00
Daerah
Penyediaan Jumlah peralatan
Peralatan dan dan perlengkapan | .4 o4 644.140.000,00 | Kota 1.085.220.000,00 |  508.750.000,00
Perlengkapan gedung kantor Jayapura
Kantor yang diadakan
Penvediaan Jurr!Iap Bahan
i 9 Logistik Kantor 585.523.650,00 0,00 |  502.400.000,00
Bahan LOQTSEIk (BBM) yang
Kantor (BBM) diadakan
Jumlah barang
Penyediaan cetakan, 54 ienis Kota
Barang Cetakan penggandaaan 2 2’ 070 645.131.095,00 | Jayapura 652.405.620,00 470.266.600,00
dan Penggandaan | dan jumlah jenis cs
ATK yang P
diadakan
. Jumlah Bahan
Penyediaan Bacaan dan
Bahan Bacaan Peraturan 238 18.500.000,00 18.500.000,00 33.000.000,00
dan Peraturan Perundang- buku
Perundang- Undangan yang
Undangan diadakan
" Jumlah Fasilitas
;ﬂ?"-ﬂ::san tamu Kunjungan tamu 2;1110 547.200.000,00 547.200.000,00 450.000.000,00
Jung vang disediakan g
Jumlah
;B”V:"';"QQ;"“? Penyelenggaraan
apat Koordinasi Rapat Koordinasi
dan Konsultasi | Gep Konautas | 40 0rang | 2:378.750.000,00 2.378.750.000,00 | - 1,946,750.000,00
SKPD SKPD yang
diadakan
Penyediaan Jasa
Penunjang
Urusan 1.393.315.400,00 933.325.000,00 | 1 175.515.400,00
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa Ly
Penyediaan Jasa 1.844 10.725.000,00 | Kota 10.725.000,00 10.725.000,00
Surat Menyurat Surat Menyurat surat ’ Jayapura
yang diadakan
Jumlah Ji
Penyediaan Jasa Kl;mmﬁnik::ij‘ Kota
Komunikasi, Sumber Daya Air | 13:354 203.990.400,00 | Jayapura 230.400.000,00 |  203.990.400,00
Sumber Daya Air e kwh
b dan Listrik yang
dan Listrik dibayarkan
Penyediaan Jasa 1.178.600.000,00 692.200.000,00 960.800.000,00
Pelayanan Umum 54 orang

Kantor

Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

779.860.000,00

1.601.168.100,00

2.571.980.000,00
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Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan

13 unit

168.400.000,00

810.968.100,00

98.500.000,00

Pemeliharaan
Peralatan dan
Mesin Lainnya

32 unit

473.960.000,00

447.700.000,00

375.880.000,00

Pemeliharaan/
Rehabilitas
Gedung Kantor
dan Bangunan
Lainnya

1 unit

100.000.000,00

Kota
Jayapura

300.000.000,00

1.044.900.000,00

Pengadaan
Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan

3 mobil,
3 motor

0,00

1.052.700.000,00

PROGRAM
PENYELENGGAR
AAN
PENGAWASAN

30.792.468.000,00

27.176.326.000,00

23.936.328.000,00

Penyelenggaraan
Pengawasan
Internal

27.063.718.000,00

23.956.545.000,00

20.249.678.000,00

Pengawasan
Kinerja
Pemerintah
Daerah

Jumlah laporan
pengawasan
kinerja pemerintah
daerah

6 jenis

5.335..310.000,00

Papua

5.040.645.000,00

5.947.800.000,00

Pengawasan
Keuangan
Pemerintah
Daerah

Jumlah laporan
pengawasan
keuangan daerah

3 jenis

5.922.100.000,00

Papua

3.359.000.000,00

3.403.450.000,00

Reviu Laporan
Keuangan

Jumlah laporan
reviu keuangan

5 jenis

3.149.100.000,00

Papua

456.100.000,0

4.343.650.000,00

Pengawasan
Umum dan Teknis
Kabupaten/Kota

Jumlah laporan
pengawasan
umum kab/kota

5 jenis

8.191.900.000,00

Papua

8.600.700.000,00

1.493.200.000,00

Kerjasama
Pengawasan
Internal

Jumlah laporan
koordinasi
pengawasan

4
laporan

258,258.000,00

DKI
Jakarta
& Papua

258.000.000,00

599.200.000,00

Monitoring dan
Evaluasi Tindak
Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK
Rl dan Tindak
Lanjut Hasil
Pemeriksaan APIP

20 jenis

4.109.100.000,00

4.368.950.000,00

4.373.628.000,00

Penyelenggaraan
Pengawasan
Dengan Tujuan
Tertentu

3.728.750.000,00

3.219.781.000,00

3.686.650.000,00

Penanganan
Penyelesaian
Kerugian
Negara/Daerah

Jumlah sidang
TLHP oleh Majelis
TPTGR Keungan
dan Barang
Daerah melalui
Sidang MP TP-
TGR

1
kegiatan

727.250.000,00

Kota
Jayapura

423.831.000,00

465.600.000,00

Pengawasan
Dengan Tujuan
Tertentu

Jumlah laporan
pengawasan
dengan tujuan
tertentu

6 jenis

3.001.500.000,00

Papua

2.795.950.000,00

3.221.050.000
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PROGRAM
PERUMUSAN

KEBIJAKAN, 15.594.570.000,00 12.016.525.280,00 | 11.085.010.000,00
PENDAMPINGAN
DAN ASISTENSI
Perumusan
Kebijakan Teknis
di Bidang
Pengawasan dan 1.788.950.000,00 1.587.643.900,00 446.500.000,00
Fasilitasi
Pengawasan
Jumliah kab/kota
Perumusan yang mengikuti
Kebijakan Teknis rapat koordinasi 2
di Bidang Fasilitas | antara Inspektorat " 1.788.950.000,00 Papua 1.587.643.900,00
Pengawasan Provinsi dan keglatan 448.500.000,00
Inspektorat
kab/kota
gf:ﬁ'gft’:r’g?” 13.805.620.000,00 10.428.881.380,00 | 10.638.510.000,00
Pendampingan Jumlah kab/kota
dan Asistensi yang menerima
Urusan layanan 1
Pamisintahan pendampingan dan | i nota 847.420.000,00 | Papua 818.620.000,00 | 1.277.130.000,00
asistensi
Daerah
Pendampingan, Jumlah
Asistensi, pendampingan dan
g:gﬂ';:f: dan zfg','(a;ag Fﬂfg‘f,?rgais‘ 35 OPD 2.391.800.000,00 | Papua 3.731.900.000,00 |  809.980.000,00
Reformasi Papua
Birokrasi
Koordinasi, Jumlah laporan
Momtonpg dan koordinasi
\El;?i:‘?:ass:isefta monitoring dan
Pencegahan dan evqluagi serta 5 jenis 10.352.400.000,00 | Papua 5.878.361.380,00 | 8.551.400.000,00
Pemberantasan ;Zﬂg;;han dan
Korupsi pemberantasan
korupsi
Pendampingan,
Asistensi dan o
verifikasi 1 jenis 214.000.000,00 0,00 0,00
Penegakan
Integritas
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BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan
bebas dari praktek korupsi, pemerintah daerah wajib menjabarkan dan melaksanakan
strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka menengah dan jangka
panjang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-
2025. Oleh karena itu perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD Tahun 2024
supaya memerhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut :

1) Pengawasan dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah
beserta perubahannya melalui kegiatan reviu dokumen RPJMD, RENSTRA-
Perangkat Daerah, RKPD, RENJA-Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah
agar konsistensi dan keselarasan antar dokumen serta penerapan kaidah-kaidah
perencanaan dan penganggaran daerah dapat terjamin. Hal ini sesuai dengan
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/025/A.4/lJ tentang Pedoman
Review dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran Tahunan Daerah;

2) Pengawasan keuangan dan aset daerah melalui audit keuangan, reviu laporan
keuangan setiap semester serta monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran,
sehingga secara bertahap dan konsisten tercipta akuntabilitas dan tata kelola
pengelolaan keuangan yang baik. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor
18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024.

3) Pengawasan pengadaan/jasa melalui monitoring dan evaluasi kesesuaian
pelaksanaan kontrak dengan rencana yang telah di tetapkan, sehingga
pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat di percepat dan tidak terjadi
penumpukan belanja di triwulan IV. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor
1 Tahun 2015 tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa
pemerintah;

4) Pengawasan perijinan di daerah khususnya pada bidang mineral dan batu bara
agar tercipta tata kelola perijinan yang menganut prinsip-prinsip Good Governance.
Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional,
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5) Pengawasan dana desa agar ketepatan waktu penyaluran dan penggunaan dana
desa dapat tercapai dan akuntabel sehingga dapat meminimalisir penyimpangan.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6) Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah oleh Perangkat Daerah
yang dilakukan Jabatan Fungsional Pengawas urusan penyelanggaran
pemerintahan daerah agar lebih dioptimalkan sehingga capaian SPM dan NSPK
masing-masing urusan dan kualitas layanan pemerintahan daerah secara konsisten
dapat lebih baik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;

7) Peningkatan kapabilitas APIP secara bertahap sehingga dapat berperan sebagai
garda depan dalam upaya pencegahan korupsi di internal Pemerintahan Daerah
dan berada pada level 3 (tiga) di Tahun 2019, melalui penguatan pada area peran
dan layanan, pengelolaan SDM, prakiek pengawasan, akuntabilitas dan
manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi serta struktur tata kelola
pengawasan. Hal ini sesuai dengan target yang tertuang dalam Peraturan Presiden
Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024;

8) Pengawasan Reformasi Birokrasi melalui asistensi, pendampingan dan penilaian
pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah termasuk di dalamnya pembentukan
unit pengendalian gratifikasi, zona integritas dan Whistle Blower System. Hal ini
sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025; dan

9) Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) BPK dan
Aparat Pengawas Internal Pemerintah, sehinggga kelemahan sistem pengendalian
internal pemerintah dan nilai kerugian negara/daerah dapat segera diselesaikan.
Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI PAPUA

Perumusan tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Daerah Provinsi Papua
didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
Inspektorat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Inspektorat Daerah.
Tujuan Inspektorat Provinsi Papua dalam Renja Inspektorat tahun 2024 adalah:
1) Terlaksanananya pembinaan dan pengawasanan terhadap SKPD lain di

lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
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2) Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat melalui penanganan pengaduan
masyarakat.
3) Terwujudnya Aparat Pengawasan Internal yang kompeten dan profesional.

Sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi Papua yang dituangkan dalam dokumen
RPJMD periode 2019-2023 yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
pengawasan yang akan dicapai oleh Inspektorat Provinsi Papua dalam Renja tahun
2024 adalah :

1) Meningkatnya pengawasan dan penegakan hukum.

2) Penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat.

3) Meningkatnya profesionalisme dan akuntabilitas kinerja serta disipilin aparatur.

Sasaran yang telah ditetapkan tersebut diukur pencapaiannya melalui indikator kinerja
sasaran sebagai berikut :
1. Sasaran “Meningkatnya pengawasan dan penegakan hukum” dengan indikator
kinerja sasaran :
1) Menurunnya rekomendasi auditor eksternal terhadap pengelolaan APBD
Provinsi Papua yang berindikasi kerugian daerah.
2) Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan
(1) Rekomendasi Keuangan
(2) Rekomendasi Administrasi
2. Sasaran “penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat’ dengan indikator
sasaran :
1) Persentase pengaduan dan gugatan masyarakat yang masuk dan ditangani
100%.
3. Sasaran “meningkatnya profesionalisme dan akuntabilitas kinerja serta disipilin
aparatur” dengan indikator kinerja sasaran :
1) Jumlah aparat pengawasan yang bersertifikat sesuai bidang tugasnya.
2) Persentase ketepatan waktu penyelesaian laporan kinerja dan keuangan.
3) Persentase tingkat kedisiplinan pegawai Inspektorat Provinsi Papua sesuai

ketentuan.

3. PROGRAM DAN KEGIATAN
Program yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Papua adalah

program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Provinsi Papua yang sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai lembaga pengawasan internal
pemerintah dalam mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur
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Provinsi Papua periode 2019-2023. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
tahun 2024 lebih lengkap disajikan dalam lampiran.

Inspektorat Daerah Provinsi Papua dalam upaya pencapaian target kinerja pada
tahun 2023 menetapkan 3 (tiga) program yang terdiri dari 2 (dua) program utama
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan 1 (satu) program pendukung
dengan jumlah kegiatan sebanyak 9 (sembilan) kegiatan sebagai berikut :

1)  Program utama :

(1) Program Penyelenggaraan Pengawasan
2.1.01 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal meliputi :
1. Pengawasan Kineja Pemerintah Daerah meliputi :

» Evaluasi Kinerja 35 SKPD;
» Kompilasi Evaluasi Laporan Kinerja (LKj) 35 SKPD;
» Penerapan Disiplin PNS pada SKPD;
> Pengawasan Kinerja yang Responsive Gender pada SKPD

Provinsi Papua;

Kegiatan Non PKPT,;

Audit Kinerja;

Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan;

YV V V V

Pengawasan Produksi dalam Negeri.
2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah meliputi :
» Opname Kas, Persediaan dan Aset pada 35 SKPD;
> Reviu SPJ;
» Reviu Penyerapan APBD Provinsi Papua;
» Reviu HPS pada Biro PBJ;
» Optimalisasi Kinerja PAD Provinsi Papua;
> Reviu Penyerapan Dana OTSUS.
3. Reviu Laporan Kinerja meliputi :
» Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Provinsi Papua
4. Reviu Laporan Keuangan meliputi :
» Pendampingan Pemeriksaan LKPD oleh BPK RI;
» Reviu Dokumen Realisasi Dana dan Capaian Output DAK;
» Reviu LKPD Provinsi Papua;
» Reviu RKA (Induk 2024 dan RKA Perubahan 2023) Provinsi
Papua;
» Reviu RKPD (Induk & Perubahan) Provinsi Papua;
» Reviu KUA/PPAS (Induk & Perubahan) Provinsi Papua;
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» Reviu Tatakelola Pajak Daerah, PBJ,Perijinan dan Non

Perijinan;

» Reviu Tagihan Pihak ke 3;
» Reviu SSH, ASB, HSPK dan Tindak Lanjutnya.

5. Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota meliputi :
» Evaluasi LPPD pada Kab/Kota;

>

Pembinaan dan Pengawasan pada Kabupaten/Kota.

6. Kerjasama Pengawasan Internal meliputi :

>

Forum Koordinasi APIP dan APH

7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP meliputi :

>
>

>

Pemantauan TLHP BPK Rl pada SKPD;

Pemantauan TLHP Inspektorat Provinsi Papua di
Kabupaten/Kota se Provinsi Papua;

Pemantauan TLHP Inspektorat Provinsi Papua di SKPD
Provinsi Papua;

Pemantauan TLHP Irjen Kementerian Dalam Negeri pada
SKPD Provinsi Papua;

Pemantauan TLHP Irjen Kementerian Teknis pada SKPD
Provinsi Papua;

Pemantuan TLHP BPKP Provinsi Papua;

Rapat Pemutakhiran data TLHP Inspektorat dan Rapat
Pengawasan Daerah Provinsi Papua;

Pengelola SIM HP.

2.1.02 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

meliputi :

1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah meliputi :

>

TP-TGR.

2. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu meliputi :

»
»
>
>
»
»
>
»

Audit Investigasi,

Audit Kepatuhan;

Audit Pengadaan Barang dan Jasa;

Audit Sistem Informasi;

Pemeriksaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial;
Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat;
Probity Audit;

Evaluasi Kinerja BUMD.
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(2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi :
3.1.01 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan
Fasilitasi Pengawasan meliputi :
1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
meliputi :
» Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional,
> Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah.
3.1.02 Kegiatan Pendampingan dan Asistensi meliputi :
1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
meliputi :
» Pemulihan Ekonomi Daerah.
2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi
Birokrasi meliputi :
» Reformasi Birokrasi pada SKPD Provinsi Papua;
» Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),
» Telaah Sejawat antar Irban.
3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi meliputi :
» Operasionalisasi Unit Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER
PUNGLI);
Monitoring dan Evaluasi Laporan Gratifikasi;
Pengelolaan LHKPN DAN LHKASN,;
Stranas PK;
Monitoring Center For Prevention (MCP);
Sosialisasi/Bimtek/Launching/Workshop/Monev/
Pendampingan/FGD/Rapat-rapat Rencana Aksi KPK;

YV V V ¥V V¥V

> Survei Penilaian Integritas (SPI);
2)  Program pendukung:
(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan
kegiatan :
a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,meliputi :
» Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
b) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi :
» Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
» Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;
c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :
» Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor,;
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>
>
>

Penyediaan bahan logistik kantor (BBM)

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (ATK dan
penggandaan laporan);

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
Fasilitasi kunjungan tamu (makan minum);

Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

>
>
>

Penyediaan jasa surat menyurat;

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

Penyediaan jasa pelayanan umum kantor (honor tim penilai angka
kredit, sopir, cleaning servis dan keamanan).

e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah :

>

\4

Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan
perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;

Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya’
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau
bangunan lainnya;

Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas

jabatan.

Daftar Program dan Kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada
tahun 2024 disajikan dalam Lampiran.
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BAB IV

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

UNSUR PENGAWASAN
URUSAN PEMERINTAHAN
1] 01 INSPEKTORAT DAERAH 34.849.784.645
1101 | 01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN 10.661.935.645
DAERAH PROVINSI
1101 |1 1.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah 6.492.473.600
Jumiah Orang
Penyediaan Gaji dan yang Menerima Kota
1101 |1 1.02 Tunjangan ASN Gaji dan 92 Orang 6.492.473.600 Jayapura
Tunjangan ASN
11011 |1.05 Administrasi Kepegawaian 741.644.000
Perangkat Daerah
Jumlah Pegawai
Pendidikan dan Pelatihan | Sordasarkan DKI
1101 |1 1.05 Pegawai Berdasarkan Tugas yar?g Mengikutig 90 Orang 741.644.000 | Jakarta &
dan Fungsl Pendidikan dan Papua
Pelatihan
Administrasi Umum
1701 |1 1.06 Perangkat Daerah 2.538.918.045
Jumlah Paket
. Peralatan dan
Penyediaan Peralatan dan Kota
1101 |1 1.06 Perlengkapan Kantor E::{?Or;g:aaﬁgan 2 Paket 67.747.900 Jayapura
Disediakan
— K Jumlah Paket "
Penyediaan Bahan Logisti Bahan Logistik ota
1101 |1 1.06 Kantor (BBM) Kantot yanig 2 Paket 506.160.000 Jayapura
Disediakan
Jumlah Paket
Penyediaan Barang Cetakan | Barang Cetakan
1101 |1 1.06 dan Penggandaan (ATK dan | dan Penggandaan 2 Paket 300.220.145
Penggandaan Laporan) yang Disediakan
Jumiah Dokumen
Penyediaan Bahan Bacaan gz:;r&:ﬁcaan dan 2
101 |1 1.06 CL’Ja':i Peraturan Perundang- Perundang- PSR 54.000.000
ndangan Undangan yang
Disediakan
I . Jumlah Laporan
1101 |1 |1.08 Pasiltasl Kunjungan Tamu | pogijpaq; 4laporan |  480.000.000 | 1Ot
(Makan Minum) Kunjungan Tamu Jayapura
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan DKI
1101 |1 | 1.08 Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi | 4 Laporan | 1.130.790.000 | Jakarta &
SKPD dan Konsultasi Papua
SKPD
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Penyediaan Jasa Penunjang
1101 1.08 Urusan Pemerintahan 616.300.000
Daerah
. Jumlah Laporan
1101 1.08 l\Pﬂenye(:u:an dee St Penyediaan Jasa 4 Laporan 10.700.000 J Kot
anyiira Surat Menyurat Ayapia
Jumlah Laporan
- Penyediaan Jasa
11 01 1.08 Eﬁ;”j,ﬁ’,{f;i? JSaL?rErllber Daya | Komunikasi, | 4} om0 151.200.000 | , Kota
Air dan Listr'ik Sumb_er _Daya Air Jayapura
dan Listrik yang
Disediakan
Jumlah Laporan
. Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Pelayanan Kota
1101 1.08 Pelayanan Umum 6 Laporan 454.400.000
Umum Kantor Kantor yang Jayapura
Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik
1101 1.09 Daerah Penunjang Urusan 272.600.000
Pemerintahan Daerah
Jumlah Kendaraan
Penyediaan Jasa Perorangan Dinas
Pemeliharaan, Biaya atau Kendaraan Kota
1] 01 1.09 Pemeliharaan, Pajak dan Dinas Jabatan 5 Unit 119.500.000 Hovcrmtonre
perizinan Kendaraan Dinas yang Dipelihara yap
Operasional atau Lapangan | dan Dibayarkan
Pajaknya
: Jumlah Peralatan
1] 01 1.09 ﬂi’;ﬁ"{_‘:ﬁ:"apem'ata" dan | 4an Mesin Lainnya | 8 Unit 53.100.000 | |02
Y yang Dipelihara yap
Jumlah Gedung
Pemeliharaan/Rehabilitasi Kantor dan
1101 1.09 Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1 Unit 100.000.000
Bangunan Lainnya yang Dipelihara
/Direhabilitasi
PROGRAM
1] 01 PENYELENGGARAAN 16.580.540.000
PENGAWASAN
Penyelenggaraan
1101 1.01 Pengawasan Internal 14.467.660.000
Jumlah Laporan
Pengawasan Kinerja Hasil Pengawasan 62 Kota
1] 01 1.01 Pemerintah Daerah Kinerja Pemerintah Laporan 3.610.200.000 Jayapura
Daerah
Jumlah Laporan
Hasil Pengawasan
Pengawasan Keuangan 79 Kota
1o 1.01 Pemerintah Daerah g:::]a:ﬁg;;h Laporan 3.306.800.000 Jayapura
Daerah
Jumlah Laporan
Hasil Pengawasan
1101 1.01 Reviu Laporan Kinerja Keuangan 1 Laporan 62.000.000 Papua
Pemerintah
Daerah
Jumlah Laporan 48 Papua,
1] 01 1.01 Reviu Laporan Keuangan Hasil Reviu Laporan 2.449.500.000 Kota
Laporan Keuangan Jayapura
Jumilah Laporan
Pengawasan Umum dan Hasil Pengawasan 13
1o 1.0 Teknis Kabupaten/Kota Umum dan Teknis Laporan 2.458,500,000 Papua
Kabupaten/Kota
Jumlah
z Kesepakatan 1 DKI
1| 01 1,01 Iiejasama Fand ks Pengawasan Kesepakat |  258.260.000 | Jakarta &
Internal yang an Papua
Terbentuk
Jumlah Dokumen
Monitoring dan Evaluasi l;asﬂ Momtopng
: . . an Evaluasi
Tindlak Cunjut Haed Tindak Lanjut Hasil 60
1] 01 1.01 Pemeriksaan BPK Rl dan P i 2.284.100.000 Papua
i : g emeriksaan BPK Dokumen
Tindak Lanjut Hasil RI dan Tindak
Pemeriksaan APIP Lanjut Hasil
Pemeriksaan APIP
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Penyelenggaraan
1] 01 1.02 Pengawasan dengan Tujuan 2.112.880.000
Tertentu
Jumlah Laporan
" Penyelesaian
Penanganan Penyelesaian A Kota
1101 1.02 : Kerugian 1 Laporan 462.080.000
Kerugian Negara/Daerah Negara/Daerah Jayapura
yang Ditangani
Jumlah Laporan
Pengawasan dengan Tujuan | Hasil Pengawasan 21
1o 102 Tertentu dengan Tujuan Laporan 1.650.800.000 Papua
Tertentu
PROGRAM PERUMUSAN
KEBIJAKAN,
14 PENDAMPINGAN DAN RERTERe.000
ASISTENSI
Perumusan Kebijakan
Teknis di Bidang
Lo 4 Pengawasan dan Fasilitasi LE84:2374,000
Pengawasan
Perumusan Kebijakan
1101 1.01 Teknis di Bidang Fasilitasi 1 Jenis 1.984.374.000 Papua
Pengawasan
Pendampingan dan
1101 1.02 Asistoriel 5.622.935.000
Pendampingan, 1
Asistensi,Verifikasi, dan
1101 1.02 Fenilalan Rsformasi Pgraaer;gﬁat 521.000.000
Birokrasi
Jumlah Kegiatan
Koordinasi,
Koordinasi, Monitoring dan Monitoring dan
11 o1 1.02 Evaluasi serta Verifikasi Evaluasi serta 28 Kota
' Pencegahan dan Verifikasi Kegiatas 5.101.935.000 | Jayapura
Pemberantasan Korupsi Pencegahan dan 9
Pemberantasan
Korupsi




BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja tahun 2025 ini tidak hanya menyangkut langkah kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam rangka mencapai target-target yang ingin dicapai, tetapi juga
mengatur penggunaan sumber daya baik yang telah ada maupun yang diperlukan secara
optimal dengan memperhitungkan perubahan lingkungan sesuai dengan tuntutan yang

berkembang.

Sebagai dokumen resmi SKPD, Renja Inspektorat Daerah Provinsi Papua
mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada
Inspektorat Daerah Provinsi Papua dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
sebagai implementasi pelaksanaan rencana strategis jangka menengah daerah (RPJMD)
dan Renstra Inspektorat Provinsi Papua yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung

pencapaian visi misi daerah.

Harapan kami, Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua tahun 2025 ini
dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah
Provinsi Papua tahun 2025 serta dapat dijadikan dasar dalam mengukur keberhasilan
Inspektorat Daerah Provinsi Papua dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan
yang baik dan bersih sehingga lebih akuntabel dan transparan kepada seluruh pemangku

kepentingan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Jayapura, 06 Desember 2024

VINSI PAPUA

22N

Pit. INSPEKTUR P

\ ). R3S
/

Drs. ANGGIAT SITUMORANG/ M,8i., Ak., CA., QIA., CFrA
ANALIS KEBIJAKAN/AHLI UTAMA
NIP. 19601229-198803 1 001
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& ssemiuD. elusssliany SO00° 101 20 L0
MELEIULE IV el
NSNHY stisiedngey sis )
s i HONHGLG HED WL URSEAERUS
R D R =1 = = 2 WG usiade g [sep weede ey

SWFL R WL UssemEbus g

BSOS BNSE
LELEE LLbnyE9 o) BIBUEID
wag BoE SNSNHM Bnwsg
) @e) ue IHONOLO ueluensy uemds]
L0 EdEN | 00°000° 005 - | eyBuuag ¢ o Wi BOWES | 00000005 uzicde ] g A IEER UEIET YEn,

fuEnany wEinde o

FOO0°LOT )L 20T LD

YaD AD073]
wad ejornt SMSnH-
Py 5 1 Uz INONOLD Bmeg
LvdnliEdsi 000°ZY " iuad g = Wiya ‘eandeder 2ion | 00°000000 79 uodeT | TASE] HSBL LRI YBII
elisun) ueods sy
2I2QIEY B
LEYE 19 1a073) RUESITRENS
Wad ejojsy SMSNHH enuwsg EIREG YERIIBEY
" 4o o el us) 1010 ‘qexpeiony UEBUENE)] URSEMERUE]
LYEOLNTASNI | 00°000'008°908°E - | enbuuag ¢ - WHYG BWRS | 00000005 B08'E 154 ueiade yeuny
yEIBQ Ysiulsag uehuensy) vesemebuag 000 LG
B 1
Wad glojs)y U

UBIZEQ YEMNAE e
) & A _Efel ue ! nEMEIOY elieuny uesemstnag
LV OLATSEN | 0000000z 0L S - | eybusg ¢ - Buss | 00000 00T (=t =y Tl psel verodey yapunr
yeleeq yeunswsg shauny uesemebus g 1000107
TS
Way enEy

el ue

Lo EdE 5Bt {5 s

jew=gg C_mmﬁréwm:m_&
- - ueerebius|aiua

b 00" 000" D9 4

(gl

NYSYMYONTS
e NYTEYOONTTIANTD
g 00°000°875°085'0L = 06'000°0¢5' 0250 - G = Wvdo0dd 20100 |
00'SPOE6LBYE DS 00GPITILGPETE ) 3
RS HYHYLNMEWEd NYSHNn
0GP TELEIE S 00°GPE POLEFE S NYSYMYONI 9NSHN 5
B0'SPOTELOPE e 0GP PILEREPE 1VHOLNAASH
& gl sl £ F4| 1" ol 8 & ) 5 v € 4 1
) SR HYNEVa | IWNOISYH - - o
=ik ovd | 139V TNV (S 4 o <)
AYMYI SHRSDHYIEY —— — YHvd HEanns e () AOONINADYS | o | oyt o STIC UYL | vaisnay NYLYIDE e ey
HVEEYA LYMD MY MOGHOTIN WINEY 130UYL a0 NS | NYLVIDSY 3 oM oN
3 : NYIvdvD . " [ WYH90Yd | NYSREN
9707 HAHYL NIy A T T 1 AVHA U YOLY AN phbsitlakBiibds
VHYONTE APV NYVAYEG NYYRTONT D YHONYHIN HYG Vraan IvdyDd NIV 1FOuVL
G202 NHWL

) VildVd ISNINOY LYHOLMIdSNI
(GdO wrNEd) HYNIVA LVMDNYYE ISYSINVDHEO VST YNYONTY NYDNYINVY




uEYE

ey EojE
Rt

UEEWEDT |
ETE
BindeARr €100

UESENEHIE]
| Ly Efige)

e

uestrmebius ey
P uessaatusg

[
2] LESIUNIZ o

0000060 L0D'L

00'000°60 2092

ISHILEISY
Sl YN
‘NYMYraEH
NYSAWNEID WYHD0Hd

O 480

0008 058 )

teanfing vefiusp w
HEEL] Usiodey yapun

muspa | wenfny usbuap uaseme

EOO0TO L0

efueng
Bued 1assgeirian
A AP veifiniay usssepiuag
1280 ...icua._o: wETer . Ense | OGonmoz0Ta; s | e T
ELEN TR )
solafusg veuebususy TOL08
musus )
AN o o uenling ushusp uesemebuag
e HOLIRSN | 0000070282 = 5 T - - - uezielbuzziuag ZOLIOLS
e v
HEBf) Infle yEouy
49 007l UED [ MdF URESNMEUS S
snsnt NSEH e YEPUL
G = INONOLD SENIRAT UEp BuLopuopy
LY 0T ! Ol
LHOLEASN = =, YYD uSMOd 09 HSEH LSRG yepunp

didy uees:

U2 IS IS e

M S UERSIBE ISE nfueT e

ERRAZ LR DUooH

208

=TT

‘ .. } U edssag BucA fewisi usseamEiuag
3
Ledariadsm - | eibusg ¢ n WIOGT 56T 1 vEpyedasay yEIne
8l rl £l & 1" 8 2 2 o G i € z 3
T HOMEVE | TYNOISYR . . -
N . <1 2L I v 13DVL | MG ) G : STOT i - ]
SYMTT SNNSDNYIHEY HYHYSYS SYLIORS NS | ot AT | o | e ado a6y | valenz HyLveo ans [vsaIsay
HYNEVA LMD HYEEd e VPN LIOuVL 2G0ITA A0S/ NTAVIDIS XL U], 300M on
9207 HAMYL nvivavo | GOHERS | Caiy | wwseoud voroa | o) b
VHVINTS NFYH N vavag HYYHTANIS THONYUTN NV VrEEND NYIvdY YIS LI0UVL = !




DL Hd

Linyydo 1oonal

ue USHH 199G
Wl Ui VHYAAANI NSV U
P BiE) ug) WISV e usp feg
oL = | mibuusd ¢ - a Busio 76 GUe BLeLr s
sfuny vep e, uespaiusg =
we yeeEg by
AN w1 - - “ - uEBuEngs| ISRy -
EEM] EIMUES
WSS
—— N—— THOMNOLD Bt saegyedig Bued eAumey
LVHODIBASM | 0006000125 2 - WiNvd | Ceiadeder wo | 00'000700L°ES nmne Y LSg LIRS Yttty
EALUIET WSSOI UBR URIBJERY USRIBY RS -
Ueleeq veyuusz
uesiuf Buelunusg yeiseg
- | =ifuneg g 7 00000009 5L - a A BUEIEE UERIBYNRUS,) -
ISNIADH HYHaYa
MYHYINILEWI NYENYUn
00°5PY'5E6°LOg 0L - hy DHYIHNNTd WYdD0dd ol )
E530(EN BLES
Lo vooTal U 1SUIM0M UESEIIEISUIS] e
SNSAHY BhES UEYEREIUEY ISEIIE BLES
INONOLO 3 L=lo) 2eme 4
- 5 EIWEE | O0TO00TSEE L) LSS s (SELURIONY UEIEIREY E]

150y EsEEIBqUS L Ve UEUEERIlSd ISB LIS BUSS ISENIEAT WEp BULONLON "ISEUpIOn

SO00ZOLE0 109

BeREy enwag

ISENONT ISEUNHR
uByEy (TETETEN LITIEHUR UBD ISEYINIA
' BIOF ewEg 1susistsy vebuduspusy
SR o -, SRR =) qEEIey [IE=EY g fued
DFHOLE A8 GO0000 126 - | e4bumeg g - LSS | 00000 000° LTS 1eyBuEiad | ERIDEG RYDUEIES PP
ISELLIONY UBIENIS
Bisisy uEbudwepusg ZO00TOVENLOS
2l 9l Gt Zl 1] at & L 2} g ¥ £ 7 !
HYHaVQ | TYNOISYN
() UWHANE REvd | 1asuvL . ! di AIGH S202 ¥Z0T T ado
VAT DNNODNYNEY HYNYSYS SVLIMOIId ivassEane | e (AR | gowes | vt aso G Ve | TSIy Nelvia=i ans  RVIMBI
HYEIYA LVHONYESd MO VrMIY A30uvL [doldad ANS | NYLVIDY N o 3A0Y o
3 LAREN] NVIVdYD TAVHO0Ud I NYSnEn
9207 NAIMVL NVYIVAYD ISYSITES «__Iu:w I NYHO0Ud JoOLY Ak ANYaIE | NYSTHN
VHYINIY NPV NYvEDivad NYVHYANT YHONYHIN HYA YPIEND NVIVavD NYVAIMTEd A30UVEL




Lo 400l
SNSNH
muzg
LvdoLa . = BHS =] B
EL30
(ki - LB L]
3 IEIE L USf UZEIES
LRI . - “eandeAer 107 g UEED BRI Y
[EETE TS
2 L2 UE2IEg UL -
[
= SIS
OGO enwag
Lrdolazdst - - L] ‘eindeder @oy | ¢
eneg uENEIRSsKy BuzA oy
SNEEREA - - ‘endefer B0 | 00'000'081 903 G UBUED 1BYEY U,
JoUE g RSIBo T UByES U -
TR INONOLD
00006 L LD - - WIva | endekep sy eed
oy vedeBuapied uep usleRag URR|paAuz =
Wesseq ey
- = e - - [LUYILET -
[Lwes vMaoTal V 31 UESHIESS] LB UENIPIPUE S
Snsnf EMUZS fmpiuey Bues jsitun-
. IACNDLD ‘agpeioy 2011 uessEpIeg
15IsH = - WHYa NS | 00000 PRY Buzio oG [erefiag yeun®
shung uzp seling usgresepeeg lemebe ] ueyieng uep uBYIpIpUEg -
2] yesoe] eyhuelsg
EER - | eifwueg g - o - " gy %
. 41 al = il bt} 3 o G 8 A 9 & r £ b
() JwMIaN novd L3y Hyvava |[TvnseyN ST0T FTOT Qdo
L 1Y, 13949L T o e} > ST07 i oo v ¥
SYAYT DHNSOHYNDA ’ i N PHYQ uIaNns e ) e N2 | oivs | wneviago | SOSNRMUL | e NYAVIODN NyLvioad
Hydveve SYLMONS G QdO virNay 7 e ans I NYLOaY
HYHYA LedoNvdnd i . TlH=S 104V = a0 NS | NYLVIOaN i s 2a0M ard
HOJHOTEN NYIVAYD )  WVHDON | NYSIEN
9707 HAHYL NYIYdYD ISVSTYa HIHNY 19D BOLYMIGH DNYCIR S HYSINN
YHYONZY NFYE NYTEMYag HYVNYANID YHONYH3Y NYGE YIEINM HYivdyo NYYdidvad i149uvL




B'STOTELGRT T

BHYImar

WAL 94T

LR EITIES

WA

eindeder sioy

eAuuzIE
uEp jefi ueyIeAt

LvdoLlyadsii

sy BSE Ul

00 000" 00

=TT

OO 009TLT

EIDE LB EIULEE
uesiury Buslunusg ween
b Bueieg Geeeyysueg

=37
BAOHOLG B (W) UELIEAS] 2. BSEF
LFEOLIESHL | 00°000°00 - - Viiva | emdeder miey | 00000000 FSE uemodz o veBipeiIEd HEIOdRT YR

JouEN win usueleey eser usepaiusg

00000 00E" 151

U EUS

- 000°00T 121 ueiodey
1S UED Ay BAZC J20WNG TSEJIUNUIC See uzeIpE LSl
uByELE BESMOM BNLAT
QU=
BIUSS IEInAUSY Mg BSEr
|| 00'000'002°01 - - ‘mindeAer B10N | 00'000' 00470 uesode - LEBIpaAE o UiodET yEpi
TEINAUSN 1BING BSR] usIpsAls g
(ETETTE UBISE] USYSILLAWES]
[UEER=LTEN
ez Ue A eI
- | =nbuey g - oo oneaLe = - | Buslunusg

Esaf@y ehes
LLiiwee ooTal

UETELIED DN e

SNSnE Enag [ZENASUON UED ISEUNMOOY

MOLO aenyeiy Edey vesehbusaiusg

Y0NS 0084 (el s - YHVG enwss | ononnoss o)) uesade b UEIodET YEuT

2 ot 5l 21 zl 1 8 3 2 o G v g S
HYNIVA | TYROISYR e
() LT NDve | imes vnvaszawns | leviol | @ awwnanneve | | 9508 vee 5747 NI vl MLV
. e Y3 oY L : ) ALY < , ooz oL | 09 YLD
ENEVG 1 v bk bkt | wiiimn batagen | 0Oz | T ans It SIG NI L on
FEERG R HOdRCEN Nylvdyy | HYIVEYD QMY | ruveeoud volvwian | (HVHB0Bd T RYSAE ‘
9T0Z NItHL . ’ 1svenvEd | SA0 s NS | HYSNM
YNVONTH NPV Hvanivaa HYVNYANID YHORVUZN NG VIENR NYIVAYS NYWARITE 139EVL




SURAT TUGAS



Dasar

Kepada

Unituk

NO O

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
INSPEKTORAT DAERAH

Ji. Soa-Siu Dok il Gawah, Kelurahan Mandala. Kota jayapura-Papua 99115
Emaitl: papuaitprov@gmail.comiinspoktorat.prov.papus@gmali com
hitpiiwww.inspektorat.papua.go.ig/

e st e -

SURAT PERINTAH
Nomor : 00/1/84/SP-ITPROV

. Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SFIP);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemeriniah Daeraly;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata
Cara Pengawasan atas Penyelengaraan Pemerintah Daerah;

. Peraturan Menieri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan

Pembinaan Pengawasan Penyelenggran Pemerintah Dasrah;
Peraturan Daerah Provinsi Fapua Nomer 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraiuran Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembeniukan

Susunan Perangkai Daeral;

. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspekiorat Provinsi Papua

Tahun 2024;
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspekiorat Provinsi Papua Tahun 2024,

MEMERINTAMKARN

Drs. Anggiat Situmeorang, M.31, Ak, CA,QIA, CFrA . Penanggung Jawab
Mohammad Bauw, SE., M.Si 1 Wakil penanggung jawab
Bernard Yesaya Bemey, S.Kom ;. Koordinator

Orpaniati Rantepulung, SE o Ketua Tim

Dwi Salistivawan, SH o Anggota

Dorthea Yakadewa, SE., M.Zi : Anggota

Lusiana Tampubolon ; Anggota

1. Seterimanya Surat Perintal ini, Segera Melaksanakan Penyusunan Rencana
Kerja (RENJA) Tahun 2025 dengan keteniuarn,
a. Lamanya kegiatan  © 7 (Tujuh) hari
b. Beban biava o Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DFA)
Inspekicrai Provinsi Papua Tahun
Anggaran 2024

Pegawai inspekiorat Provinsi Papua dilarang menerima gratifikasi;

24

3. Segera melaporkan hasilnya Lepada Inspektur  Provinsi  Papua
setelah selesal penugasan selambai-lambainya 5 harl setelah Penugasan ;

4. Diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Dikeluarkan di  : Javapura
Pada tanggal . 29 April 2024

Plt. INSPEKTUR

f

TS

sy

Drs. ANGGIAT SITUMORANG, M,Sﬁ.ﬁ Ak., CA., QIA., CFrA
AMNALIS KEBIJAKAN AHLI UTAMA
NIP. 19601229 198803 1 001



